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SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

A
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) D 4 TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

- N aponss |
adalah penyelenggaraan.r_)emerlntcjahan yang enteri o _ Tim Koordinasi SPBE Nasional
memanfaatkan teknologi informasi dan PPN/ enteri mempunyai tugas melakukan

komunikasi untuk memberikan layanan Bappenas Kominfo koordinasi dan penerapan

kepada pengguna SPBE. kebijakan SPBE pada Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan SP Menteri Menteri

¥\ (Pasal 59 ayat (3) Perpres
Dalam (
Keuangan R 95/2018 tentang SPBE)

Mewujudkan tata Kelola Negeri
pemerintahan yang bersih, efektif,

transparan, dan akuntabel

Mewujudkan pelayanan publik yang
berkualitas dan terpercaya
Meningkatkan keterpaduan dan
efisiensi penyelenggaraan SPBE

£ £ Ditetapkan di Jakarta
padaﬁ%ZOkbbeer&

oleh Rl Joko Widodo

Perpres No. 95 Tahun 2018
Tentang SPBE




KERANGKA |
PERPRES 95/2018

PENYELENGGARA SPBE
AuditaTIK Mag?jiig'e” e Tim Koordinasi SPBE Nasional
* Pelaksana SPBE di Instansi Pusat
e KELOLA SPBE i SRBE N dan Pemerintah Daerah

Kerangka kerja yang memastikan
terlaksananya pengaturan,

pengarahan, dan pengendalian Manajemen |\|/|<anajemen
eamanan
dalam penerapan SPBE secara SOM Informasi

terpadu

Rencana Induk
dan

Arsitektur

SPBE

Manajemen

Manajemen

Perubahan Data

Data@an
Informasi

Manajemen

unsur SPBE secara efisien, efektif, Pengetahuan SPEIE Aset TIK
dan berkesinambungan T e

LAYANAN SPBE

* Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik

* Layanan Publik Berbasis Elektronik

MANAIJEMEN SPBE
Melaksanakan pengelolaan unsur- Manajemen

Manajemen

S ‘




GOVERNMENT AS
A PLATFORM —

PERPRES SPBE

Layanan Publik

G2B dan G2C

G2G dan G2E

Layanan Administrasi Pemerintahan

People Process (EA Nasional) Technology
Prinsip SPBE: Tim Koordinasi SPBE Nasional:
1. Efektivitas Nasiona| 1. Dibawah langsung Presiden
2. Efisiensi (Digital LiteraCY) @ w 2. Ketua: Menpan RB
© =.
3. Interoperabilitas . .. 0 3. Anggota:
e B (Tim Koordinasi SPBE g =4 - Sl
; paduan Nasional) [e) 3 ) g
5. Kesinambungan PromosiliterasiSPEE "'_E z b. Menkeu .
6. Akuntabilitas Peningkatan kapasitas ASN - g c. Menkominfo
7. Keamanan S d. Bappenas
Pembanglfnan o) Instansi Pusat Pemerintah = 2. e. Ka.BSSN
Kolaborasi SPBE antara . ® ; ;
. (Koord: Daerah 3 f  Ka.BPPT
Pemerintah dan non- Sekretaris (Koord: o i) o _
Pemerintah : ) > 4. Melibatkan Menteri/
Instansi Sekretaris kepala lembaga terkait
Pusat) Daerah)
Manajemen
e e Data Keamanan
Risiko Perubahan SDM Pengetahuan f i

(Data Steward)

Audit

Kemenpan RB: | | Bappenas

- Reviu arsitektur SPBE
- Penyelarasan dengan Pemda
- Menetapkan aplikasi umum

- Kemenkominfo D BPPT | BSSN

Tahapan implementasi SPBE:
Penyelarasan arsitektur dan anggaran
Konsolidasi infrastruktur, keamanan, dan anggaran

Konsolidasi proses bisnis dan aplikasi melalui penerapan EA Nasional
Konsolidasi data dan informasi
Konsolidasi Layanan Digital Nasional

S e



Pemetaan Kegiatan SPBE

Domain Layanan

Layanan Administrasi
Pemerintahan

Layanan Publik

Survei Penggunaan SPBE

Domain
Keamanan Informasi

Domain Aplikasi

Domain

Portal Layanan Terintegrasi

Proses Bisnis

Portal Pel i
Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan orta’ 7e :'ayanan Portal Pusat Integrasi Kanal
Publik Layanan Layanan
Keamanan
Aplikasi Peta Proses
06.03 Aplikasi Umum Aplikasi Khusus Aplikasi Khusus Bisnis
. . . Big Data dan Kecerdasan Buatan
Nasional Instansi Pusat Instansi Pemda '8 u 06.01
Domain Data
Keamanan Integrasi Data Porta.l Data
Data Nasional
06.02
Domain Infrastruktur Peta Layanan
06.02
Sistem Penghubung
Keamanan Jaringan Intra Pemerintah Pusat
Pengendalian Jaringan Intra Jaringan Intra Jaringan Pita Lebar
Infrastruktur & . Instansi Pusat Instansi Pemda &
06.01 danJaringan
Pusat Data Nasional 2 tor
. epositori
Cloud S I
oud >ervice Aplikasi/Data
. Keamanan
Risiko Perubahan SDM Data Aset TIK Layanan Pengetahuan .
Informasi
Manajemen
Audit TIK
Tata Kelola Tim Koordinasi SPBE Kebijakan Rencana dan Anggaran Pemantauan dan Evaluasi
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PENGUATAN ASPEK
SPBE DI DAERAH
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HASIL
EVALUASI SPBE

INDEKS SPBE NASIONAL 35’94% KURANG

s | 2o | aom | venntoon
Indeks SPBE Nasional 2,18 2,26 0,08 229 24,17% cukup

Indeks Domain Kebijakan 1,95 2,07 0,12 IP

Indeks Domain Tata Kelola 1,87 1,95 0,08

Indeks Domain Layanan 2,40 2,48 0,08

7 7 7 . o

Jumlah IP Berpredikat “Baik” 196 IP 254 |P 58 IP 35,32% saK
atau lebih tinggi (31,81%) (31,81%) (9,10%)

- Dari pelaksanaan evaluasi SPBE terhadapa 637 K/L/D Indeks
SPBE Nasional Tahun 2020 adalah 2,26 dengan predikat “Cukup”.
Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan

2 27 ©4,23% SANGAT BAIK
IP

penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di K/L/D IP

dilaksanakan secara sendiri-sendiri (silo) dan belum dilakukan o
® MEMUASKAN
kolaborasi/integrasi antar K/L/D. O; 31 %0

*) Termasuk 34 Kepolisian Daerah

Evaluasi SPBE Tahun 2021

m“ Evaluasi SPBE Tahun Sebelumnya

Dasar Hukum Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2018 Tentang Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Evaluasi SPBE Pemantauan dan Evaluasi SPBE
¥R pomain 3 Domain (Kebijakan, Tata Kelola, Layanan) 4 Domain (Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, Layanan) ‘
n Aspek & Indikator 7 Aspek, 35 Indikator 8 Aspek, 47 Indikator




EVALUASI SPBE 2021
PERMENPAN 59/2020

LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI SPBE
———= REVISI TERHADAP PERMENPANRB 5/2018

PERPRES 95/2018 PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 terbit lebih dulu (9 bulan 11
hari) sebelum Perpres 95 Tahun 2018 terbit.
Beberapa amanat Perpres 95 Tahun 2018 yang belum
k i dal P PANRB No. 5 Tahun 201
" PERMENPANRB 5/2018 Ite.ra. omodasi dalam Permen 0. 5 Tahun 2018, antara
o— | ain:

Pedoman Evaluasi SPBE digunakan a. Arsitektur SPBE (Pasal 6-12)

b. Peta Rencana SPBE (Pasal 13—-19)
>CeaEaypandudn dalgm melskukan c. Jaringan Intra Pemerintah (Pasal 32)
penilaian/evaluasi  SPBE  untuk d. Sistem Penghubung Layanan (Pasal 33)
mengukur kemajuan pelaksanaan e. Pembangunan Aplikasi Terpadu (Pasal 34—39)
Sistem Pemerintahan Berbasis f. ~Keamanan SPBE (Rasal 40€1)
g. Manajemen SPBE: Manajemen Risiko, Manajemen Data,

Elektronik pada Instansi Pusat dan Manajemen Aset TIK, Manajemen Keamanan Informasi,
: Manajemen Layanan, Manajemen SDM SPBE, Manajemen
Pemerintah Daerah. Perubahan, Manajemen Pengetahuan (Pasal 46-54)

h. Audit TIK: Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur, Audit
Keamanan (Pasal 55—-58)




STRUKTUR
PENILAIAN

DOMAIN (3) DOMAIN (4)
PERMENPANRB 5/2018 ASPEK (7) PERMENPANRB 59/2020 ASPEK (8)
INDIKATOR (35) INDIKATOR (47)
Indeks m

g Kebijak

| J
Kebijakan ' Kebijakan :

Tata Kelola Manajemen Layanan
SPBE SPBE SPBE
1 1
| 1
Perencanaan

Kelembagaan/

1 . Penerapan . Layanan Layanan
AS pe k Tata Kelola : Lasy:g;n PenygLeBnEggara R Audit TIK Plzilnn;r:'l‘st:::; Publik
I - | | | | | |
] -
Indikator 7110 i 10]- i 2|4 314 -8 -13 7110 416
Semula J
Menjadi




BEBERAPA
INDIKATOR BARU

e Arsitektur SPBE e Arsitektur SPBE Risiko e Data Terbuka
e Peta rencana SPBE e Peta rencana SPBE Data e Barang milik Negara
e Manajemen Data e Layanan Pusat Data Keamanan Informasi e Akuntabilitas Kinerja
e Manajemen e Jaringan Intra Perubahan Organisasi
Keamanan Informasi Instansi Aset TIK
e Layanan Pusat Data Pusat/Pemerintah SDM SPBE
e Jaringan Intra Qaerah Layanan
Instansi | e Sistem Penghubung ST
Pusat/Pemerintah Layanan Sl TG

Daerah

Sistem Penghubung
Layanan

Penyelenggara SPBE

Forum Kolaborasi
SPBE




PENYUSUNAN
ARSITEKTUR SPBE

E

MISI PRESIDEN

Digital

Struktur Ekonomi yang Produkti,
Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan
Mencapai Lingkungan Hidup yang

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Perlindungan dan
Meneron ks npta S

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, dan Terpercaya

Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan

1|
2

J

4

5

ARAHAN PRESIDEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
ﬁ untuk Pertumbuhan yang
Pembangunan Berkualitas dan Berkeadian
SOM Mengembangkan Wilayah untuk
ﬂ Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan
Pembangunan .
Infrastruktur Meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
Penyederhanaan _
| Regulasi Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan
Penyederhanaan & Memperkuat Infrastruktur untuk
Birokrasi 'a Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup,
Transformasi 9 Meningkatkan Ketahanan
Ekonomi A% Bencana, dan Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas
a Polbukhankam dan Transormasi
— Pelayanan Publik

Tim Koordinasi
SPBE Nasional

SlgEen W Y

Tim Koordinasi
SPBE Instansi Pusat

1. Arsitektur SPBE

Nasional Instansi

Pusat

2. Peta Rencana
SPBE Instansi
Pusat

1. Arsitektur SPBE

Nasional

2. Peta Rencana
SPBE Nasional Tim Koordinasi SPBE

Instansi Pemda
. Arsitektur SPBE

Tata Kelola Nasional Instansi
Manajemen \ Pemda
Layanan . Peta Rencana
Infrastruktur SPBE Instansi
Aplikasi G
Keamanan

Audit TIK



Domain Layanan

Arsitektur SPBE Nasiona

Domain
Keamanan
Informasi

Domain Aplikasi

Domain Data

Domain Infrastruktur

Domain
Proses
Bisnis

Manajemen

Tata Kelola




Peta Rencana SPBE

Muatan Peta
Rencana

Tata Kelola

Manajemen

Layanan

Audit

Infrastruktur

Aplikasi

Keamanan

Program Kegiatan

Penguatan kebijakan perizinan terintegrasi
1. Penetapan aplikasi umum perizinan terintegrasi
2. SOP aplikasi umum perizinan terintegrasi

Manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen aset TIK,
manajemen SDM, manajemen keamanan informasi, manajemen
data, manajemen layanan

Layanan perizinan terintegrasi

Audit aplikasi, audit infrastruktur, audit keamanan

Pusat Data Nasional, Jaringan Intra-pemerintah, Sistem Penghubung
Layanan

SINSW, Sicantik Cloud, OSS, dll

CSIRT dlI




TIM KOORDINASI
SPBE NASIONAL Laporan minimal 2x ke Presiden

Dewan Pengarah

MenPAN RB Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 2x/tahun)
Mendagri Menkeu Menkominfo Ka. Bappenas Ka. BSSN Ka. BPPT
/D p N
€wan rengawas < ekretariat Tim Koordinas! SPBE Deputi Balaks Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 2x/tahun)
Nasional (PMO) .
Pj.Es1 Kemendagri Pj.Es1 Kemenkeu Pj.Es1 Kemenkominfo Pj.Esl. Bappenas Pj.Es1l. BSSN Pj.Esl. BPPT
- J
Tim Pelaksana Koordinator [ Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE ]
@ id. Manajemen N ( N ( ; ; N ( i i
Transformasi P?'ose'\s/lBisr:is Digital, Risiko, dan Bid. Manajgmen Perubahan Bldégﬂ&nsa;;?en Bid. Manajg?:;;:i;a:itmktur TIK
Penerapan SPBE (Ketua dari KemenpanRB) . . .
L Maja (Ketua dari KemenpanRB) PN )L (Ketua dari KemenpanRB) L (Ketua dari Kemenkominfo) )
N Bid. M . N N
1. Bid. Manajemen Data K ' anfjtfamen . Bid. Manajemen Pengetahuan Bid. Manajemen Anggaran SPBE
2. (Ketua dari Bappenas) ezmanadn eroSrSr‘mlw\laﬁ (Ketua dari BPPT) (Ketua dari Kemenkeu)
\_ J A\ (Ketua dari ) J J J

Bid. Perencanaan SPBE Bid. Transfolr)mas(; Proses Bisnis Bid. Audit TIK
(Ketua dari Bappenas) emda (Ketua dari Kemenkominfo)

(Ketua dari Kemendagri)




TIM KOORDINASI

SPBE Pemerintah Daerah

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan
Manajemen Risiko
(Biro Ortala)

Bid. Manajemen Data
(Diskominfo)

Gubernur/Bupati/Walikota

Sekretaris Daerah

Bid. Manajemen Perubahan Bid. Manajemen SDM
(Biro Ortala) (Biro SDM)

Bid. Manajemen
Keamanan Informasi
(Diskominfo)

Bid. Manajemen Pengetahuan
(Diskominfo)

Bid. Perencanaan SPBE Bid. Audit TIK
(Bappeda) (Inspektorat)

Bid. Manajemen Layanan dan Aset

TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE
(Diskominfo)

Bid. Penganggaran SPBE
(Bappeda-Biro Keuangan)




Tindak Lanjut Penerapan
SPBE Di Daerah

Sinergi dan integrasi dalam Penerapan SPBE (kebijakan, tata
kelola, manajemen, dan layanan SPBE)

Harmonisasi program/kegiatan SPBE dengan renstra/RPJMD

e Persiapan lebih dini terkait evaluasi SPBE tahun 2021

Koordinasi dengan Instansi Pengampu (Kominfo, BPPT, BSSN,
KemenPANRB) terkait kebijakan dan koordinasi penerapan SPBE




de balaks

DAN REFORMASI BIROKRASI

yx KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

THANK YOU
TERIMA KASIH

AL T

Jakarta, 23 Februari 2021



